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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.03/2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
23/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENERBITAN

SURAT KETETAPAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13

ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasd 17A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewgjiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2007 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pgjak;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi piutang pajak dan

memberikan kepastian hukum mengenal dasar penagihan
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pajak khususnya untuk menindaklanjuti Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pgjak Kurang
Bayar Tambahan yang rusak, tidak terbaca, hilang, atau
tidak diketemukan lagi, perlu dilakukan
penyesuai an/penyempurnaan ketentuan yang mengatur
mengenal penerbitan Surat Ketetapan Pgak Kurang
Bayar atau Surat Ketetapan Pgak Kurang Bayar
Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf &;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pgjak;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan

Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
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. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pgjak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewagiban Perpgakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4797);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008

tentang Tata Cara Penerbitan Surat K etetgpan Pajak;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2008 TENTANG TATA
CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK.

Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pgjak, diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebaga

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpgjakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pgak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adiministrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
paak yang menentukan tambahan atas jumlah pagak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pagjak Nihil adalah surat ketetapan pagak yang
menentukan jumlah pokok pgak sama besarnya dengan jumlah kredit
paak atau pgak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pgjak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
paak lebih besar daripada pgak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menila
kebenaran pembayaran pgak dan pengisian Surat Pemberitahuan
berdasarkan data perpgakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur
Jenderal Pgjak untuk menerbitkan surat ketetapan pg ak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewagjiban perpgakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpa akan.

Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak untuk jenis pgjak dan Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa
pada Pemeriksaan sebelumnya.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana di bidang perpa akan.

Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah unit yang berada di lingkungan
Direktorat Jenderal Pgjak yang berwenang melaksanakan Pemeriksaan,
Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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